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ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan atas hukum dengan
berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, yang memberi kewenangan terhadap setiap daerah otonomi untuk
mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Sesuai
dengan kewenangan tersebut, Kota Batam merupakan kota yang berada diwilayah
Indonesia yang mempunyai Peraturan Daerah tentang kepariwisataan. Wisata
yang dimaksud salah satunya wisata permainan GELPER (Gelanggang Permainan
Mekanik/Elektronik). Fungsi utama permainan GELPER ini yaitu memberi
hiburan/rekreasi terhadap kalangan yang memainkannya, namun aktualnya di
lapangan Permainan ini sering kali pengelola/pengusaha menjadikan sebagai
tempat perjudian, sehingga aktivitas permainan ini berbentur terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan hal itu, penulis tertarik
mengkaji  benturan perundang-undangan serta sanksi pidana terhadap
pengelola/pengusaha tersebut melalui penelitian normatif dan sebagian penelitian
empiris dengan cara wawancara. Penjatuhan sanksi pidana terhadap
pengelola/pengusaha oleh hakim dalam permainan GELPER tersebut, sering kali
disamakan sanksi pidana terhadap pemain, sehingga memberi ketidakpastian
hukum yang melanggar asas-asas hukum di Indonesia. Dapatlah dipahami dalam
peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adanya
perbedaan sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha dengan pemain judi,
namun aktualnya di lapangan tidak sejalan dengan aturan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Untuk menjalankan asas kepastian hukum, seorang hakim hanya
sebagai corong undang-undang yang berpedoman terhadap peraturan perundang-
undangan yang tertulis di Indonesia sehingga akan tercapai kepastian hukum yang
bisa membedakan sanksi pidana pengelola/pengusaha dan pemain judi seperti
halnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci: Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Menurut Peraturan
Daerah Kota Batam.



ABSTRACT

The State of Indonesia is a state of law based on the law based on Pancasila and
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which authorizes each
autonomous region to manage its area according to the needs of its respective
regions. In accordance with this authority, Batam City is a city located in the
territory of Indonesia which has a Regional Regulation on tourism. The tour in
question is one of the GELPER game tours (Mechanical / Electronic Game
Center). The main function of the GELPER game is to provide entertainment /
recreation for those who play it, but actually on the game field often the manager
/ entrepreneur makes it as a gambling place, so this game activity collides with
the laws and regulations in Indonesia. With that in mind, the authors are
interested in reviewing the conflict of laws and criminal sanctions against the
manager / entrepreneur through normative research and some empirical research
by means of interviews. Criminal sanctions against the manager / businessman by
the judge in the game GELPER, are often equated with criminal sanctions against
players, thus giving legal uncertainty that violates the principles of law in
Indonesia. It can be understood in the laws and regulations of the Criminal Code
that there are differences in criminal sanctions against managers / entrepreneurs
with gambling players, but the actual in the field is not in line with the Code of
Criminal Code. To carry out the principle of legal certainty, a judge is only a
mouthpiece of the law that is guided by laws and regulations written in Indonesia
so that legal certainty can be achieved that can distinguish criminal sanctions
from managers / entrepreneurs and gambling players as stated in the Book of Law
Criminal law.

Keywords: Mechanical/Electronic Game Center According to Batam City
Regional Regulation.
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